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P U T U S A N 

Nomor 922/Pdt.G/2021/PA.Ktbm 

 

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA 

 

Pengadilan Agama Kotabumi yang memeriksa dan mengadili perkara 

tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan 

putusan perkara cerai talak antara: 

 

PEMOHON, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan SLTA, 

tempat kediaman di Jalan Jeruk RT 003 RW 008 Kelurahan 

Kelapa Tujuh Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten 

Lampung Utara, sebagai Pemohon; 

melawan 

Poniyem binti Joyo Supeno, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan 

xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di 

Jalan Jeruk RT 003 RW 008 Kelurahan Kelapa Tujuh Kecamatan 

Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara, sebagai 

Termohon; 

Pengadilan Agama tersebut; 

Telah mempelajari berkas perkara; 

Telah mendengar keterangan Pemohon serta memeriksa bukti-bukti di 

persidangan; 

DUDUK PERKARA 

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 08 November 

2021 telah mengajukan permohonan cerai talak yang didaftar di Kepaniteraan 

Pengadilan Agama Kotabumi dengan Nomor 922/Pdt.G/2021/PA.Ktbm, tanggal 

09 November 2021, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut: 

1. Bahwa, pada tanggal 21 Juli 2003, telah dilangsungkan perkawinan antara 

Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai 

dengan tuntutan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di 

Kantor  Urusan Agama Kecamatan Kotabumi, Kabupaten Lampung Utara 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 1
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dengan  Kutipan Akta Nikah Nomor :62408/VIII/2003 tertanggal 01 Agustus 

2003; 

2. Bahwa, pada saat menikah Pemohon berstatus Jejaka dan Termohon 

berstatus Perawan;  

3. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon tinggal 

dirumah orang tua Termohon  di Kelurahan Kelapa Tujuh selama 3 tahun 

kemudian pindah ke rumah milik bersama di Kelurahan Kelapa Tujuh 

Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara Kabupaten 

Lampung Utara sampai dengan berpisah; 

4. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon telah 

berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri dan sudah dikaruniai 3 (Tiga) 

orang anak yang bernama; 

- Novia Eka Vaksi bin Miswanto, 09 Agustus 2004, umur 17 tahun; 

- Suci Ramadani binti Miswanto, 22 Agustus 2009, umur 12 tahun; 

- Arya Bangsa Jaya bin Miswanto, 22 Februari 2012, umur 9 tahun;  

5. Bahwa, semula kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan 

Termohon berjalan dengan harmonis dan bahagia, namun sejak bulan Juli 

2012 keharmonisan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai  goyah 

karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran, 

disebabkan karena: 

- Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami; 

- Termohon malas dalam hal mengurus rumah tangga; 

- Termohon memiliki banyak hutang kepada rentenir tanpa sepengetahuan 

Pemohon; 

6. Bahwa, karena sebab - sebab tersebut diatas Pemohon dan Termohon 

sering berselisih dan bertengkar, namun pertengkaran tersebut pada 

awalnya masih dalam batas - batas tertentu dan dapat diatasi oleh kedua 

belah pihak akan tetapi akhir-akhir ini pertengkaran itu semakin bertambah 

jadi; 

7. Bahwa, puncak perselisihan antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada 

awal bulan September 2021 disebabkan karena Termohon yang memiliki 

banyak hutang kepada rentenir sehingga Pemohon dan Termohon 

bertengkar yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon pisah ranjang; 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
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8. Bahwa,Pemohon telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan 

musyawarah namun tidak berhasil; 

9. Pemohon sudah tidak dapat lagi mempertahankan rumah tangga dengan 

Termohon karena Termohon tidak memperdulikan nasib Pemohon  

sehingga Pemohon menderita lahir batin; 

Berdasarkan alasan / dalil - dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua 

Pengadilan Agama Kotabumi segera memeriksa dan mengadili perkara ini, 

selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi : 

PRIMER : 

1. Mengabulkan Permohonan  Pemohon; 

2. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak 

satu Raj’I kepada Termohon (TERMOHON) 

3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang 

berlaku. 

SUBSIDER : 

Dan atau apabila Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berpendapat 

lain, maka mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya. 

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan 

Termohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan kecuali pada sidang 

pembuktian dan pembacaan putusan Termohon tidak hadir meskipun telah 

dipanggil secara resmi dan patut; 

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk 

tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil -dalil 

permohonannya untuk bercerai dengan Termohon; 

Bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan Pemohon dan Termohon 

untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Muhammad 

Ridho, S.Sy.) tanggal 17 November 2021, ternyata mediasi berhasil sebagian, 

dengan kesepakatan akibat perceraiannya yaitu mengenai Mut’ah dan Nafkah 

Iddah sedangkan mengenai pokok perkara perceraiannya tidak tidak berhasil; 

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk 

umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi 

dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon; 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
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Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan 

jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut; 

− Bahwa Termohon mengakui telah bersalah kepada Pemohon karena 

memiliki banyak hutang. 

− Bahwa Termohon menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatan tersebut. 

− Bahwa Termohon akan berusaha menjadi isteri yang baik bagi Pemohon 

dan ibu yang baik bagi anak-anak. 

− Bahwa tidak benar Termohon dan Pemohon pisah ranjang, karena sampai 

dengan saat ini antara Pemohon dan Termohon masih sering melakukan 

hubungan suami isteri meskipun sedang menjalani persidangan cerai.  

− Bahwa besar harapan Termohon agar Pemohon membatalkan perceraian 

ini dan mempertahankan rumah tangga. 

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik 

secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatan ; 

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon tidak mengajukan 

duplik; 

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon telah 

mengajukan alat-alat bukti berupa: 

A.  Surat: 

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon: 

1803100907720001 tanggal 23 September 2020 yang dikeluarkan oleh 

Pemerintah Kabupaten Lampung Utara, Bukti surat tersebut telah diberi 

meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya 

yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;  

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Kotabumi Kabupaten 

lampung Utara, Nomor Nomor :62408/VIII/2003 Tanggal 01 Agustus 

2003, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos 

dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh 

Ketua Majelis diberi tanda P2;  

B.  Saksi: 

1.  SAKSI 1, umur 45 tahun, agama Islam,  pekerjaan xxxxxxxxxx, 

bertempat tinggal di KOTABUMI SELATAN KABUPATEN LAMPUNG 

UTARA, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut: 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
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-  Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon dan memiliki 

hubungan dengan Pemohon sebagai Tetangga Pemohon;   

- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon menikah  pada 

tanggal 21 Juli 2003 di KUA Kecamatan Kotabumi Kabupaten 

lampung Utara;   

- Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon  telah 

dikaruniai 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama Novia Eka 

Vaksi, Suci Ramadani dan Arya Bangsa Jaya; 

- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan 

Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang 

lebih sejak 1 (satu) tahun yang lalu sudah tidak rukun lagi sering 

terjadi pertengkaran;   

- Bahwa, saksi sering melihat dan mendengar secara langsung 

perselisihan dan pertengkaran tersebut; 

- Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi penyebab ketidak 

harmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon disebabkan 

karena Termohon memiliki banyak hutang tanpa sepengetahuan 

Pemohon saksi mengetahui hal tersebut karena banyak orang yang 

menagih hutang ke rumah Pemohon; 

-  Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon sudah 

pisah rumah sejak awal bulan Desember 2021 sampai dengan 

sekarang dan sudah tidak bersatu lagi dan keduanya sudah 

sama-sama tidak lagi menjalankan hak dan kewajiban sebagai 

suami isteri;   

- Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha 

merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;  

- Bahwa, saksi melihat rumah tangga Pemohon dan Termohon 

sudah tidak mungkin lagi dipertahankan, sulit dipertahankan dan 

tidak ada harapan dapat bersatu lagi sehingga lebih baik bercerai;  

2.  SAKSI 2, umur 22 tahun, agama Islam,  pekerjaan xxxxxxxxxx, 

bertempat tinggal di Jl Mangga Besar RT/RW 3/8 Kecamatan Kotabumi 

Selatan Kabupaten Lampung Utara, dibawah sumpahnya memberikan 

keterangan sebagai berikut: 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
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Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
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− Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon dan memiliki 

hubungan dengan Pemohon sebagai Tetangga Pemohon;   

− Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami 

isteri yang sah yang menikah  pada tanggal 21 Juli 2003 di KUA 

Kecamatan Kotabumi Kabupaten lampung Utara;  

− Bahwa, saksi mengetahui dari perkawinan Pemohon dan Termohon 

telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama Novia 

Eka Vaksi, Suci Ramadani dan Arya Bangsa Jaya ; 

− Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon 

sudah tidak lagi harmonis, sering terjadi perselisihan dan 

pertengkaran  sejak 1 (satu) tahun yang lalu yang mengakibatkan 

antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan 

Oktober 2021 sampai dengan sekarang dan selama berpisah 

antara Pemohon dan Termohon tidak pernah bersatu lagi dan 

masing-masing sudah tidak pula melaksanakan hak dan kewajiban 

sebagai suami isteri;   

− Bahwa, saksi sering melihat dan mendengar secara langsung 

perselisihan dan pertengkaran tersebut; 

− Bahwa, saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran 

Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon memiliki 

banyak hutang tanpa sepengetahuan Pemohon disebabkan banyak 

orang yang menagih hutang tersebut ke rumah;   

− Bahwa, pihak keluarga sudah ada upaya mendamaikan dan 

merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;   

− Bahwa, saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan 

Termohon karena sudah sulit dirukunkan dan sudah tidak ada 

harapan dapat bersatu lagi dan melihat keadaan rumah tangganya 

lebih baik bercerai;  

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya 

tetap pada permohonan dan mohon putusan yang mengabulkan tuntutan 

Pemohon;  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
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Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang 

termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan 

dari putusan ini; 

PERTIMBANGAN HUKUM 

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah 

sebagaimana terurai di atas; 

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan 

untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam 

proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian 

tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 

ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah 

diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang 

Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan 

Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah 

dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur 

Mediasi di Pengadilan; 

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan yang 

pada pokoknya rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak 

lagi rukun dan harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang 

terus menerus, dan sudah tidak dapat dirukunkan kembali, dengan 

alasan-alasan sebagaimana telah diuraikan Pemohon dalam surat 

permohonannya tersebut diatas; 

Menimbang, bahwa dalam jawabannya secara tertulis, Termohon 

mengakui telah bersalah kepada Pemohon karena memiliki banyak hutang, 

namun Termohon menolak untuk bercerai dengan Pemohon;    

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, 

Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2 serta dua orang saksi; 

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi KTP) yang merupakan akta 

otentik, telah bermeterai cukup, bernazegelen dan cocok dengan aslinya, isi 

bukti tersebut menjelaskan mengenai agama Pemohon, sehingga sejalan 

dengan ketentuan Pasal 285 RBg.  bukti tersebut telah memenuhi syarat 

formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan 

mengikat (volledig en bindende bewijskracht); 
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Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang 

merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, bernazegelen dan cocok 

dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan Pemohon 

dan Termohon sebagai suami isteri, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 

285 RBg. bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta 

mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (volledig en 

bindende bewijskracht); 

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan 

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim perlu mendapatkan 

keterangan pihak keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami 

isteri itu tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan 

Termohon;    

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2  Pemohon, adalah keluarga 

atau orang dekat Pemohon dan atau Termohon sesuai dengan Pasal 22 ayat 

(2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum 

Islam. Kedua saksi Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga 

memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 RBg.; 

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon mengenai 

hubungan Pemohon dan Termohon serta mengenai keadaan rumah tangga 

Pemohon dan Termohon, adalah fakta yang diketahui langsung dan relevan 

dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan 

saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam 

Pasal 308 RBg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan 

pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti; 

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon 

bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu 

keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 RBg.; 

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P. 2, Saksi 1 dan Saksi 2 

Pemohon, terbukti fakta kejadian sebagai berikut: 

1.  Bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan Pemohon 

bertempat tinggal di wilayah Lampung Utara;  
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2. Bahwa Pemohon dan Termohon merupakan suami isteri yang menikah 

pada tanggal 21 Juli 2003 di KUA Kecamatan Kotabumi Kabupaten 

lampung Utara ;  

3. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan 

telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama Novia Eka 

Vaksi, Suci Ramadani dan Arya Bangsa Jaya;  

4. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sejak tahun 2020 

hingga saat ini sudah tidak rukun lagi sering berselisih dan bertengkar;  

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon  dan Termohon 

disebabkan karena Termohon memiliki banyak hutang tanpa 

sepengetahuan Pemohon;  

6. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Pemohon 

dan Termohon sudah pisah rumah sejak awal bulan Desember 2021 dan 

selama itu pula keduanya tidak pernah berkumpul lagi dan tidak 

melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana 

layaknya suami isteri;  

7. Bahwa, baik majelis hakim dalam persidangan, maupun pihak keluarga 

Pemohon dan Termohon sudah berusaha menasehati Pemohon dan 

Termohon dan sudah ada upaya musyawarah dua keluarga untuk 

merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, karena 

Pemohon bersikukuh ingin bercerai dengan Termohon;  

8. Bahwa kedua saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon 

dan Termohon, karena sudah sulit merukunkan Pemohon dan Termohon 

dan sudah tidak ada harapan lagi keduanya dapat rukun dalam rumah 

tangga; 

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat 

disimpulkan fakta hukum sebagai berikut: 

1. Bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan Termohon 

bertempat tinggal di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Kotabumi;  

2. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami isteri yang 

sah; 

3. Bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun, 

telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;  
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4. Bahwa sudah ada upaya yang maksimal untuk merukunkan Pemohon dan 

Termohon, akan tetapi tidak berhasil;  

5. Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (marriage 

breakdown) sehingga rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon 

sudah tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi (onheel baar 

tweespalt); 

6. Bahwa alasan perceraian Pemohon tidak disebabkan suatu perbuatan 

yang melawan hukum;  

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas majelis dapat 

mengkonstituir sebagai berikut: 

1. Bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan Termohon 

bertempat tinggal di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Kotabumi, maka 

sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (1) dan (2), jo. pasal 66 ayat (2) 

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan 

Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan 

Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 40 ayat (1) 

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 20 ayat (1) Peraturan 

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam, 

perkara ini merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Kotabumi;   

2. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah dan 

belum pernah terjadi perceraian menurut hukum dan 

perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan Pasal 2 

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka 

masing-masing pihak mempunyai hak dan kepentingan untuk mengajukan 

tuntutan dalam sengketa perkawinan dalam perkara ini (persona standi in 

judicio), dan perkara ini menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama;  

3. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan 

telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus; 

4. Bahwa sudah ada upaya yang maksimal untuk merukunkan Pemohon dan 

Termohon, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap bersikukuh untuk 

bercerai dengan Termohon; 

5. Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan 

untuk dipertahankan lagi (onheel baar tweespalt), sehingga tujuan 
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pernikahan untuk membina keluarga sakinah, mawadah, warohmah 

sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. 

Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan sebagaimana dimaksudkan al Qur’an 

Surat ar Rum [30] ayat 21, telah tidak terwujud;  

6. Bahwa memaksakan untuk mempertahankan kondisi rumah tangga 

Pemohon dan Termohon yang sudah pecah dan tidak ada harapan untuk 

dipertahankan lagi, akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari 

pada manfaatnya, padahal menolak mafsadat diutamakan daripada 

mengharap maslahat, sesuai dengan Qoidah Fiqiyah; 

 

“Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada mengambil kebaikan” 

7. Bahwa karena rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun, 

telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, dan tidak 

ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka fakta 

hukum tersebut telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur 

dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo 

Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga permohonan 

Pemohon patut untuk dikabulkan;   

Menimbang, bahwa selama perkawinan Pemohon dan Termohon telah 

bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (ba’da dukhul), dan antara 

Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai, oleh karena itu talak Pemohon 

terhadap Termohon yang akan dijatuhkan adalah talak yang kesatu, maka 

berdasarkan ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim dapat 

mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberi izin kepada Pemohon 

untuk menjatuhkan talak satu rají terhadap Termohon di hadapan sidang 

Pengadilan Agama Kotabumi;  

Menimbang bahwa talak raj’i merupakan talak yang dijatuhkan oleh 

seorang suami terhadap isteri atas izin Majelis Hakim, yang mana akibat hukum 

dari talak raj’i adalah suami berhak rujuk selama isteri dalam masa iddah, dan 

bilama mana masa iddah telah habis, maka antara suami dan isteri tidak dapat 

hidup bersama kembali, terkecuali dengan akad nikah yang baru;   
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Tentang Mut’ah dan Nafkah Iddah  

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon menyatakan telah terjadi 

perdamaian antara mereka dalam menyelesaikan sengketa akibat 

perceraiannya mengenai Mut’ah dan Nafkah Iddah  dengan membuat 

kesepakatan perdamaian di hadapan mediator tertanggal 17 Nvovember 2021 

yang dibacakan dalam persidangan yang pada pokoknya Pemohon dengan 

Termohon telah sepakat memberikan mut’ah berupa uang sejumlah 

Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan nafkah iddah sejumlah Rp500.000,00 

(lima ratus ribu rupiah) per bulan sehingga jumlah total selama masa iddah 3 

(tiga) bulan menjadi Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah); 

Menimbang, bahwa kesepakatan tersebut dicapai oleh para pihak dalam 

keadaan sadar dan tanpa paksaan dari siapapun; 

Menimbang, bahwa setelah meneliti kesepakatan perdamaian tersebut, 

Majelis hakim berpendapat hal-hal yang disepakati oleh para pihak ternyata 

tidak bertentangan dengan agama, kesusilaan dan norma-norma hukum 

sebagaimana diatur dengan Pasal 154 R.Bg. Pasal 1320 dan Pasal 1337 

KUHPerdata dan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 

2016 tentang Prosedur Mediasi pada Pengadilan serta perundang-undangan 

yang lain yang bersangkutan dalam perkara ini, serta dapat dikukuhkan oleh 

Pengadilan;  

 Menimbang atas pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, 

Pengadilan berpendapat para pihak terikat dengan isi kesepakatan dan 

karenanya wajib melaksanakan isi kesepakatan tersebut dengan penuh iktikad 

baik (vide Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) 

 Menimbang, bahwa oleh karena kesepakatan tersebut bersifat 

kesepakatan sebagian atas akibat-akibat perceraian mengenai Nafkah Iddah 

dan Mut’ah, Majelis Hakim akan merumuskan kembali hasil kesepakatan dan 

kewajiban Pemohon tersebut secara numeratif dalam diktum putusan ini 

Menghukum Pemohon untuk membayar Mut’ah berupa uang sejumlah 

Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan membayar nafkah iddah  selama 3 

(tiga) bulan sejumlah Rp1.500.000 (satu Juta lima ratus ribu rupiah), sesaat 

sebelum pengucapan ikrar talak;  
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Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, 

maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan 

perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang 

Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon; 

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut 

diatas, maka dalam musyawarah majelis telah berkesimpulan yang pada 

pokoknya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini; 

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan 

hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini; 

M E N G A D I L I 

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;  

2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu 

raj'i terhadap Termohon (Poniyem binti Joyo Supeno) di depan sidang 

Pengadilan Agama Kotabumi ;  

3.  Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon  sesaat sebelum 

pengucapan ikrar talak berupa ;  

      3.1 Mut'ah berupa uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);  

      3.2 Nafkah selama masa iddah seluruhnya sejumlah Rp1.500.000,00 (satu 

juta lima ratus ribu rupiah);  

4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah 

Rp345.000,00 ( tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);  

 

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang 

dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 29 Desember 2021 Masehi, bertepatan 

dengan tanggal 25 Jumadil Awal 1443 Hijriyah, oleh kami Ismatul Maula, S.H.I. 

sebagai Ketua Majelis, Ardhi Barkah Apandi, S.H. dan Eka Fitri Hidayati, S.H. 

masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim 

Nomor 922/Pdt.G/2021/PA.Ktbm tanggal 9 November 2021 putusan tersebut 

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua 

Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan 

dibantu oleh Fakta Saimigo, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh  

Pemohon tanpa hadirnya Termohon; 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 13
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 14 dari 14 Hal. Putusan No.922/Pdt.G/2021/PA.Ktbm 
 
 

 

Hakim Anggota 

 

  

 

Ardhi Barkah Apandi, S.H. 

Ketua Majelis 

 

  

 

Ismatul Maula, S.H.I. 

Hakim Anggota 

 

  

 

Eka Fitri Hidayati, S.H. 

 

 Panitera Pengganti 

 

  

 

Fakta Saimigo, S.H. 

 

 

Perincian Biaya: 

1. Pendaftaran :Rp30.000,00 

2. Proses  :Rp50.000,00 

3. Panggilan :Rp225.000,00 

4. PNBP Panggilan :Rp20.000,00 

5. Redaksi :Rp10.000,00 

6. Meterai  :Rp10.000,00 

Jumlah  Rp345.000,00  

(tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah) 
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